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<b>ABSTRAK</b><br>

Undang-Undang Pasar Modal mengamanatkan Bursa Efek, Otoritas Jasa K euangan dan lembaga-lembaga
lainnya untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien serta memberikan
perlindungan bagi parainvestor. Dalam perkara Benny Tjokrosaputro melawan Goldman Sachs
International, saham telah menjadi objek Repo. Hakim di dalam amar putusannya menyatakan bahwa
transaks yang dilakukan oleh Goldman Sachs tidah sah dan batal demi hukum. Oleh karenanya, Goldman
Sachs International diwajibkan untuk mengembalikan saham tersebut dan memberikan ganti rugi. Skripsi ini
kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasal ahan yaitu bagaimana mekanisme transaksi repo di Pasar
Modal, bagaimana perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam pembelian saham repo serta
bagaimana implementasi perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam Putusan Nomor
618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan
pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau
informan.K esimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa transaksi repo mengakibatkan perpindahan
kepemilikan dan pengalihan yang dilakukan pembeli terhadap pihak ketiga dibatasi persetujuan penjual; 2)
keterbukaan informasi merupakan perlindungan yang diberikan terhadap segala keputusan yang diambil
oleh investor; 3) hakim tidak mengimplementasikan perlindungan yang telah tersedia bagi investor yang
beritikad baik dalam pembelian saham repo. Saran yang diberikan adalah bahwa: 1) perlu dilakukan
pencatatan saham repo pada Daftar Pemegang saham; 2) Emiten harus bertanggung jawab atas kerugian
investor beritikad baik terkait pembelian saham repo; 3) Otoritas Jasa K euangan harus memberikan sanksi
tegas kepada pihak yang melanggar prinsip keterbukaan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The Capital Market Law mandates the Stock Exchange, the Financial Services Authority and other
institutions to organize regular, fair and efficient securities trading and provide protection for investors. In
Benny Tjokrosaputro's case against Goldman Sachs International, the shares have become Repo objects. The
judge in his decision stated that the transactions carried out by Goldman Sachs were not valid and null and
void. Therefore, Goldman Sachs International is required to return these shares and provide compensation.
Thisthesis then takes 3 (three) main issues, namely how the mechanism of repo transactions in the Capital
Market, how to protect investors with good faithin purchasing repo shares and how the implementation of
protection for investors in good faithin DecreeNumber 618 / Pdt.G / 2016 / PN Jkt .Sel. The research method
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used isjuridical-normative, which emphasi zes the use of legal normsin writing and is supported by the
results of interviewing informants. The conclusions obtained are: 1) that the repo transaction resultsin the
transfer of ownership and transfer made by the buyer to athird party is restricted by the seller’s approval; 2)
information disclosure is protection provided for all decisions taken by investors; 3) the judge does not
implement the protection that has been available to investors who have good faithin purchasing repo shares.
The advice given isthat: 1) it is necessary to record repo shares on the Register of Shareholders; 2) Issuers
must be responsible for losses of investors with good faithregarding the purchase of repo shares; 3) The
Financial Services Authority must provide strict sanctions to those who violate the principle of transparency.



